BUPATI DAIRI [ SALINAN ]
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIR],

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan
nomenklatur dan kode rekening serta pergeseran anggaran pada
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan- ‘Masyarakat di
Kelurahan, menyebabkan terjadinya perubahan pada postur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi
Tahun Anggaran 2019; V |

b. bahwa ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan

bahwa pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek

belanja dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja
dilakukan dengan cara merubah peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggafkan dalam rancangan peraturan daerah

. tentang pcrubahé.n APBD;




Mengingat

1.

bahwa 'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hilruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang |Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 44

‘Tahun 20 18 tentang Penjabaran Anggaran. Pendapatan dan

Belanja i;)aerah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang{Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peratura‘:n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 3,1964 téntang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi
dengan :ynengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956
tentang éPembentukan.Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumater;a Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 N(meor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republil«i; Indonesia Tahun 1964 -Nomor 96, Tambahan
Lembarén Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
Undang-;Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ‘(Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencahaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); - _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan . Undang-Undang‘ Nomor 9 Tahun 2015 tentang

o




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perubahén Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang iPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik5 Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbaﬁgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nfomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peratura.én Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesi;a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara I:erublik Indonesia Nomor 4578);

Peraturain Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntarisi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 23010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S51695);

Peraturdn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinéan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ;(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); _

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indones:ia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara i?epublik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33); |

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pedomar:l Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturap Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntans1 Pemermtah Berbasis Akrual pada
Pernermtah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturqn Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Keglatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberciayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indones':}a Tahun 2018 Nomor 139);

Peraturén Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07 /2018 tentang
Tata Ca@ra Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggarain 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1832)

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008
tentang;Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor
08, Tarribahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
Peraturé,tn Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
(Lemba:ran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
Peraturan Daerah Kabupaten Da1r1 Nomor 5 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Da1r1 Tahun 2018
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
194);

Peraturi_em Bupati Dairi Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018
Nomor 43); '




MEMUTUSKAN -

Menetapkan PERATURA BUPATI = TENTAN G PERUBAHAN ATAS

PERATURAI}J BUPATI DAIRI N OMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN AN GGARAN PEN DAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

I

a. Pendapatan

1. Semula ; Rp. 1.155.859.458.000,00

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan s;etelah pergeseran Rp. 1.155.859.458.000,00
b. Belanja

1. Semula Rp. 1.192.859.458.000,00

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 292.920.692,00

Jumlah Belanja seteleih pergeseran Rp. 1.193. 152.378.692,00
C. Pembiayaan Daerah

1. Semula ’ Rp.  37.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 292.920.692,00

Jumlah Pembiayaan setelah pergeseran Rp.  37.292.920.692,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubalqﬁ sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ia Peraturan Bupati ini.




—

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peratunan Bupati ini. '

|

4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peratufran Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulaj blerlaku pada tanggal diundangkan,

Bupati ini dengan penempats:

Agar setiap orang dapat men etahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
fnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADIN EGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal
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SEKRETARIS DAERAH KABIHPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslin]ya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 197010221998031 006,
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